
BUPATI KONAWE 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR 33 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil 
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu dibentuk 
Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian 
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Konawe. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 

ten tang 
Republik 

Lembaran 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari 
Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 103); 

8. Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 132); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 
2016 Ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 
2016 Nomor 174); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 236); 

14. Peraturan Bupati Konawe Nomor 56 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 355); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RA YA 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe . 
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepualauan; 
3. Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non upah yang wajib dibayar 

Daerah kepada PNS dan CPNS menjelang Hari Raya akibat perintah 
peraturan perundang-undangan. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah. 

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 
Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah aktif melaksanakan tugas pada 
Organisasi Perangkat Daerah yang sudah masuk dalam daftar gaji 
Daerah. 

6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara 
lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan 
melaksankan tugas di Daerah. 

7. Hari Raya adalah hari raya !du! Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi. 
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada 

karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan 
atau peraturan perundang-undangan. 
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10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua 
Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan 
dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau 
dokumen lain yang dipersamakan; 

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Konawe selaku Bendahara Umum Daerah untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah berdasarkan SPM. 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RA YA 

Pasal2 
(1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada: 

a. PNS; dan 
b. CPNS. 

(2) Ketentuan ayat (1) huruf a dikecualikan bagi: 
a. PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara; 
b. PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi atau yang setara Jabatan 

Pimpinan Tinggi; 
c. PNS yang menjabat Fungsional Ahli Utama atau yang setara 

Fungsional Ahli Utama; dan 
d. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya 

dibayar oleh instansi tempat penugasan. 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan 
sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan 
Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan 
Hari Raya. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, 
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan 
tunjangan kinerja atau sebutan Jainnya. 

BAB III 
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan CPNS, dibayarkan paling cepat 10 
(sepuluh) hari sebelum tanggal hari raya. 
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(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal 
Hari Raya. 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan 
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan di tanggung Daerah. 

Pasal6 

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. 

Pasal 7 

(1) Tunjangan Hari Raya dibebankan pada APBD melalui DPA-SKPD 
berkenaan. 

(2) Dalam hal kebutuhan pendanaan Tunjangan Hari Raya belum atau tidak 
cukup dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, penyediaan 
anggarannya dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD 
mendahului perubahan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. 

(3) Penyediaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, 
penjadwalan ulang program dan kegiatan dan/atau menggunakan kas 
yang tersedia. 

Pasal 8 

(1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM langsung Tunjangan Hari 
Raya kepada Kuasa BUD. 

(2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji Bulanan. 

Pasal9 

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang 
mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran 
Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan. 

Pasal 10 

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan 
SP2D Tunjangan Hari Raya berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Konawe 

Di Undangkan di: Unaaha 
Pada tanggal : B We,\ 2020 

2020 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR 388 


